Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan
ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah
disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 12
September 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2012;

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat Il Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);



22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

25 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerabh;

26 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah .............cccooiiiiii i e RP 710.170.926.272,00
2.Belanja Daerah .......cooouii i Rp 736.238.726.907,00
SUIPIUS/(DEFISIL) ..t e e e et Rp (26.067.800.635,00)

3. Pembiayaan Daerah:

. PENEIMAaaN ... ..o Rp 26.700.000.000,00
b. Pengeluaran ...........oooiiiiii i . RD 632.199.365,00
Pembiayaan Netto ................ccccoveiviiiiveee. Rp 26.067.800.635,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan ............................ Rp -
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan AsliDaerah ..o Rp 14.329.341.468,00
b. Dana perimbangan ... e Rp 594.662.795.844,00
c. Lain-lain pendapatan daerahyang sah .............cccooviiiiiviiiiiiinninnn, Rp 101.178.788.960,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan:

a.Pajakdaerah ... Rp 3.199.354.240,00
b. Retribusi daerah ....o.oviiiri i Rp 3.761.408.750,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ....................... Rp 1.887.192.478,00
d. Lain-lain pendapatan aslidaerahyangsah ................ccccooiinnnns Rp 5.481.386.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak ..................... Rp 42.795.319.844,00
b. Dana Alokasi UmMUM ... e e e e e Rp 486.998.706.000,00
C. Dana AlOKasi KNUSUS .........uuiiiiiiiiiiiiiiieee e, Rp 64.868.770.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari
jenis pendapatan:



A HIDAN Rp 23.235.746.000,00

D. Dana darurat ..........ccocoiii i e RP -
c. Dana Bagi Hasil Pajak . PPN 21 ¢ 22.900.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonoml Khusus e...... Rp 35.043.042.960,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerlntah daerah

[AINNYA oo e . RP 20.000.000.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak LangSUNG ....ccoiviiiiiiiiiiiii e e e e e e, Rp 421.585.778.073,00
b. Belanja LangSuNg .......ccoiiiiiiiiiie e e e e e Rp 314.652.948.834,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawal .........coiiiii Rp 350.802.841.603,50
b. Belanjabunga .........cccoviiiiii i .. RP -
C. Belanja subsSidi ......c.oiieii Rp -
d.Belanjahibah ... . RP 34.694.831.050,00
e. Belanja bantuan sosial ..o, Rp 7.481.251.200,00
f. Belanjabagi hasil ..o R 663.147.975,00
g. Belanja bantuan keuangan Rp 26.721.725.230,00
h. Belanja tidak terduga ..........ccooouiiiiiiiiiii e Rp 1.221.981.014,50
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanjapegawai ...........cccoiiiiiiiii i . RP 27.377.930.300,00
b. Belanja barang danjasa ............cccooeiiiiiiiiiiiiii e, Rp 114.970.956.570,00
C.BelanjaModal ..., Rp 172.304.061.964,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Q. PENEIMAAN ... e e e e e e Rp 26.700.000.000,00
b. Pengeluaran ............cooiiiiii i . RP 632.199.365,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) ....... Rp 26.700.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan .............cccooiiiiiii i e Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ...................... Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah ................coociiiiii i Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman .....................ccooe e Rp -
f. Penerimaan daerah piutang ..........cocooiiiiiiiii it e Rp -
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan .. P 24 ¢) -
b. Penyertaan modal (investasi) pemerlntah daerah ......................... Rp 632.199.365,00
c. Pembayaran pokok utang .............cccoiiiiiii . R -
d. Pemberian pinjaman daerah ... Rp -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

Lampiran | Ringkasan APBD;

Lampiran I Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

Lampiran Il Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan,
belanja dan pembiayaan,;

Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD,
program, dan kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;

Lampiran VII  Daftar piutang daerabh;



Lampiran VIII  Daftar penyertaan modal (investasi) daerabh;
Lampiran IX  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XIl  Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran XIll  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal Desember 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI
Diundangkan di Liwa
pada tanggal Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR



